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a.

pahwa untuk:6melaksanakan Otonomi Dae-
rah secara berdavaguna dan ba2rhasilgu-
na dalam upava meninakatkan oenveleng-
garaan pemerintahan, pe._aksanaan
pembangunar dan pelavanen Kepada
masvarakat, maka titik berat Otonomi
Daerah perlu diletakkan di Daerah
Tingkat II vyang kedudukannya lebih
langsung berhubungan dengan nasyara-
kat;

bahwa asas desentralisasi dzlam penvye-
lenggaraan pemerintahaan di Daerah
dilaksanakan dengan penyerahar urusan
pemerintahan kepada Daerah dengan
memperhatikan Kkemampuan, }:zadaan dan
kebutuhan masing-masing dasrah untuk
mewu judkan Otonomi Daerah vana nvata,
dinamis dan bertanggunda jawab;

bahwa berhubung dengan itu dan sesuail
dengan Kketentuan Pasal 11 Undarg-
undang nomor 5 tahun 1974 tenteng
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
maka peletakkan titik berat Otonomi
Daerah pada Daerah Tingkat [I perlu
diatur dengan Peraturan Penmerintah:

Pasal 5 avat (2) Undang-indang Dasar
1945;

Undang-undang Nomor % tahun 1974 ten-
tany Pokox-pokok Pemer.ntahan di
Daerah (Lembaran Negara taaun 1974
Nomor 38, Tambahan Lemberan Negara

Nomor 3037};
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3. Undang-undang Nomor 8 tahur. 1974 ten-
tang Pokok~-pokok Kepegawaiar. (Lembaran
Negara tahun 1974 Nomor 558, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041).

M EMUT U S K A N

Menet.apkan : PERATURAN PEMERINTAH REPURLIK INDONESIA

TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT J1I

BAB I
KEGENTUAN UMUM

Pasal 1

['alan peraturan ini vang dimaksud dengan ;

1.

Pemerintah., Pemerintah Daerah, Daera”n, Dewan Pertin-
bangan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah, Desantralisa-
s.., Dekonsentrasi, Tucgas Pembantuan., Instensi Vert:.-
kal, Otonomi yang nvata dan bertanggung jewab adalah
sama dengan vang termuat dalam Undang-undang Nomor 5
tahun 1974 tentang Fokok-pokok Pemerintahan di Daer-
ai.

Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tirgkat II a-
dilah terwujudnya sebagian besar penyelenggaraan
u-usan otonomi pada Daerah Tingkat I, der:jan perin-
bingan vang dinamis antara hak, wewenang clan kewai.-
bin bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Tirgkat I dan
Pamerintah Daerah Tingkat Il(.

Psnyerahan urusan adalah —indakan pember..an otononi
k:pada Daerah dalam bentuk hak, wewenang, «dan Kewaji-
ban untuk mengatur, mengtirus dan menvelenggarakan
u-susan-urusan dan atau kegiatan~kegiatan pemerintahan
tartentu oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
Tinakat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II, dan
oleh Pemerintah Daerah Tirgkat I kepada Pemerintah
Dierah Tingkat II di lingkuigannya.

Penarikan kemball urusan acalah tindakan ang mengu-
bah status urusan rumah tangga Daerah Tingkat II
menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingcat I atau
urusan Pemerintah, dan atau urusan ramah tangga
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D:erah Tingkat I menjadi utrusan Pemerintah berda-
s:rkan peraturan perundang-undangan.

Urusan rumah tangga Daerah adalah urusan dan atau ke-
g:.atan pemerintahan tertentu yang dengan peraturan
perundang-undangan diserahkan oleh Pemerirtah Kkepada
Pomerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah
Di:erah Tinakat II, atau oleh Pemerintah Dézerah Ting-
kit I kepada Pemerintah Daerah Tingkat IX dalam
rangka pemberian otonomi kepada Daerah.

Kemampuan Daerah adalah kervataan yang didasarkan ke-
pada faktor-faktor dan perhitungan-perhitungan yang
mevakinkan bahwa suatu Daerah benar-benar —teleéh mampu
menerima penyverahan urusan pemerintahan tertentu
siebagai urusan rumah tangga.

Ke:adaan Daerah adalah karakteristik suatu Daerah di-
t .njau dari kondisi geografis, sosial budaya, politik
dan pertahanan keamanan dalam rangka nenentukan jenis
u-usan pemerintahan vang akan diserahkan.

Kibutuhan Daerah adalah kehendak suatu Diaerah untuk
mangatur, mengurus, dan menyelenggaralian urusan
pamerintahan tertentu vang disesuaikan dengjan tingkat
ke2mampuan dan keadaan Daeran.

BAB 11
TITIK BERAT OTONOMI DAERAH

Pasal 2

mitik berat otonomi Daerah pacda Daerah Tingkat IT dilak-
sana<an denagan menverahkan sebagian besar urtusan peme-
~intahan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah
Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II secara
bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 3

Penverahan sebagisn urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan pada hasil
penelitian dan penilaian terhadap faktor-faktor
vang mempengaruhi tingkat Kemampuan, keaclaan dan
kebutuhan Daerah setelah mendencar peartimbangan
Menteri atau Pimpinan Lerbaga Pemerintal Non Deper-
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temen, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah
Daerah Tingkat II vana bersangkutan, serta pendarat
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan penelitian dan penilaian sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) diatutr lebih .aniut oleh
Menteri Dalam Negeri.

BAB 1II
PENYELENGGAR2AN URUSAN
RUMAH TANGGA DAERAH

Bagian Pertama
Penverahan, Penambahan dan Penarika:i.

Pasal 4

Dalam rangka pemberian otonomi kepada Daerah, Fe-
merintah menverahkan sebagian urusan remerintatan
kepada Pemerintah Daerai dengan mengutamakan re-
nyerahan kepada Pemerintah Daerah Tingkzt I[I untuk
diatur dan diselenggarakan sebagai urisan rumah
tangganva.

Urusan-urusan yvang dapat diserahkan adalah semua
urusan pemerintahan, kecuali :

a. Bidang pertahanan Kkeamanan:.

b. Bindana peradilan.

¢. Bidana luar negeri;

d. Bidang moneter;

e. Sebagian urusan pemerintahan umum vang menijedi
wewenana, tugas dan kewailban Kepala Wilavah;
dan

f. Urusan pemerintahan lainnya vang secéra nasional
lebih berdavaguna dan berhasilguna jika tetap
diurus oleh Pemerintah.

Penvyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat
{2} dilaksanakan sesuai dengan peraturar. perundang-
undangan yvang beriaku.

Pasal 5

Dalam hal sesuatu urusan pemerintahan telah menjadi
urusan rumah taiagga Daerah Tingkat I, Pemerintah
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3)

1)

Daerah Tingkat I menyerahkan lebin lanjut kepacda
Daerah Tingkat II di lingkungannva.

Urusan vang dapat tetap menjadi urusan ramah tangga
Daerah Tinagkat I adalah : :

a. Urusan-urusan vang dalam penvelenggaraannva ber-
sifat lintas Daerah Tingkat II.

b. Urusan-urusan vana Kurcang menentukai bagi per-
tumbuhan dan perkembangan suatu Daerah Tingkat
1T1;

c. Urusan-urusan yvang penyelenggaraannya lebih ber-
davaguna dan berhasilguna apabila d:.urus olzh
Pemerintah Daerah Tingxgat I. !

Penyverahan urusan dan peaambahan penyeriahan urusan
kepada Pemerintal Daerahh Tingkat II c2bagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peratu-
ran PDaerah Tingkat I.

Pasal 6

Selambat-lambatnya dua tahun setelah suatu urusan
diterima secara nvata oleh Daerah Tingkat 1, Peme-
rintah Daerah Tingkat 1 vang bersangku:an, menye-
rahkan lebih lanjut semua atau sebagian urusan
tersebut kepada Pemerin:ah Derah Tinagkat II di-
lingkungannva.

Apabila penverahan sebagaimana dimaksud da_.am avat
{1) belum atau tidak cilaksanakan. Femerintah
Daerah Tingkat I waiib nenvampaikan alesan-alasan
dan hambatan-hambatan vang dihadapinya <epada Men-
teri Dalam Negeri.

Apabila dalam waktu dua tahun sebagaimara Jdimaksud
dalam avat (1), Pemerintah Daerah Tingkat I ternya-
ta tidak melaporkan dan tidak menyampaikan alasan-
alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka
Menteri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah
untuk dapat terlaksananva penverahan urusan pere-
rintahan tersebut dari Pemerintah Daeran Tingkat I
kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1I.
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Pasal 7

Penyerahan urusan dan penambahan penveraihan urusan
dari Pemerintah dan atau dari Pemerint.ah Daerah
Tingkat I kepade Pemerintah Daerah ‘Tingkat II
disertai dengan perangkat, alat perlerakapan dan
sumber pembiavaanr.va.

Dalam penyerahan dan penambahan penveraihan urusan
dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
atau kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, tata cara
pengalihan perangkat, al:at perlengkapan dan sumber
pembiayaannya diatur olsh Menteri atau Fimpinan
Lembaga Pemerintah Non [epartemen yang membidangi
urusan dimaksud bersama-sama dengan Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan, serta dilaksanakan
sesual dengan peraturan perundana-undangan vang
berlaku.

Dalam penyerahan urusanil dan penambahas: penyerhan
urusan dari Pemerintah Daerah Tingka: I kepada
Pemerintah Daerah Tingkat II di lirgkungennvya, tata
cara pengalihan perangkat, alat perlengkarcan, dan
sumber pembiavaarnva, d:.laksanakan ses:1ai dengan
pedoman vandg ditetapkan oleh Menteri Daleém Negeri.

Pasal 8

Pemerintah dapat menarik KkKembali sescatu urusan
vang telah diserahkan &kepada Pemerintanh Daerah
Tingkat I atau Permerintah Daerah Tingka: I. dengan
peraturan perundangan vang setingkat, s:ztelah men-
dengar pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menal'ik kembali
sesuatu urusan pemerintahan vang telah diserahkan
oleh Pemerintah Daerah Tingkat II kepada Pemerintah
Daerah Tingkat II dengar Peraturar Daercah Tingkat
I.

Peraturan Daerah Tingkat I sebagaimana d:maxsud da-

iam avat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan
dari Menteri Dalan Negeri.

Pasal 9

Pen:rikan Kembali sesuatu urusan hanva dapat dilakukan
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Dalam rangka menjalankan suatu kebiiaksanaan nasic-
nal:

Berdasarkan penilaian, bahwa setélah dibina dan di-
beri kesempatan secukupnya, Pemerintah Daerah yang
bersangkutan benar-henar tidak mampu lagil mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan tersebut;

Sifat dan cakupan suatu urusan mengalami perubahen
den perkembangan, sehingga akan lebih berdzrvaguna dan
berhasilguna 3jika diselen¢garakan oleh =<emerintéeh
veng lebih tinggi tingkatanrva.

Pasal 10

Tata cara penverahan atau penambahen penverahan u-
rusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daeral,
atau penarikan kembali urusan oleh Pemer:ntah dari
Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Kejutusan
Presiden.

Tata cara penveralan atau penamba’an urisan peme-
rintahan dari Pem=2rintah Daerah Tinagkat I kepada
Pemerintah Daerah Tinakat II atau penarikan kembali
urusan pemerintahan oleh Pemerintah dDaerzh Tinakat
I dari Pemerintah Daerah Tingkat II diatur dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Daerah Tingkat [ sebagaimana dimaksud da-
lam avat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan
dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian kedua
Dinas Da=zrah
Pasal 11
Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah
diserahkan menjadi urusan rumah tangza Daerah,

Pemerintah Daerah dapat m2mbentuk Dinas Zaerah.

Fembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan
Formasi Kepegawaian Dinas Daerah diztur dengan
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Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang clitetap-
kan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

(1) Guna meningkatkan mutu pelavanan dan wvembancunan
Daerah Tingkat II. suatu Dinas Daerah vang nelaksa-
nakan lebih dari satu jz2nis kegiatan dapat dime-
karkan menjadi dua atau lebih Dinas Daerah.

(2) Pemekaran Dinas Daerah sebagaimana dimeksud dalam
ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
Menteri Dalam Negeri.

Bagian ketiga
Sumber Pembiayaan

Pasal 13

b
28
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(1) Setiap penverahan urusai kepada Caerah Tingkat II
disertal dengan penverahlan sumber pembiavaan dan
anggaran sekurang-kurangava sebesar anggaran vang
disediakan untuk urusan itu dalam APBN/APBD Tingkat
I tahun yvang bersangkutar.

{2) Penyerahan sumber pembiayaan dan anggarai uiltuk me-
laksanakan urusan vang telah diserahkan sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) diatur oleh Menteri Keu-
angan dan Menteri Dalam Nedgeri.

(3) Apabila Pemerintaa Daerah belum sepenuthnva mampu
membiavai urusan vang telah diserahkan, naka Kepada
Daerah vyvang bersangkutan diberikan subsidi vana
dicantumkan dalam APBN/AIBD sesuai dengan pasraturan
perundang-undangarn vang terlaku.

Pasal 14

Pemerintah Daerah Tingat II ~ajib menggali <an mengem-
banckan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari uru-
san-urusan vang diserahkan, vang dapat atau mungkin
memberikan pendapatan Karena penvelenggaraan urusan
tersebut.
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Pasal 15

Pemecintah dapat membatalkan atau mencabut surber-sumber
pendapatan vang telah digali atau dikemba~rgkan o¢leh

Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II, zpabila

1. Pangutan itu dinila: tidak seijalan lagi da2ngan kebi-
iaksanaan nasional;

. Sumber pembiavaan itu din:lai lebih berdivaaduna dan
barhasilguna jika dipungut olhe Pemerintah.

Pasal 16

"Terhadap pembatalan atau pencabutan sumber-sunbe: penda-
matan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah
membarikan konpensasi berdasarkan pertimbangar. kKelavakan
Jitinjau dari kemampuar. Keuangan negara.

Bagian Keempat
Kepegawaian

Pasal 17

(1) Femerintah Daerah Tincgkat II mempunval wewenlane me-
ngatur dan mengurus Pegawai Negeri 8Sipil Daerah
Tingkat IT.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) di-
atur dengan Peraturan Daeah Tingkat II sesuail
dengan pedoman vang ditetapkan olsh Meateri Dalam
Negeri dan Kepala Badan Administrasi XKepegawaian
Negara.

Pasal 18

(1) Penempatan dan penugasan Pegawai Negeri $3ipil Pusat
dan Pengawal Negeri Sipil Daerah Tinckat I pada
Daerah Tingkat II dengan status diperbantusan atau

dipekerjakan, disessuaikan dengan Kkebutihan Daerah
Tingkat II.



s ot A SELBOY W Myt el o = vn

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di-
lakukan atas permintaan atau setelah nemperoleh
rersetujuan Kepale Daerah Tingkat I1I ber¢angkutan.

Pasal 19

Pemt inaan Pegawal Daerah Tingkat II, Pengawai Negeri
Sipil Pusat dan Daerah Tingkat I yang diperbartukan atau
ldipekerjakan kepada Daerah Tingkat II, c¢ilaksenakan oleh
Kepala Daerah Tingkat II sesunai dengan peraturan per-
andang-undangan vanag berlaku.

Begian Kelima
Pembinaan

Pasal 20

(1) Pembinaan umum penvelenagaraan urusan rimah tanasa
Caerah Tinakat I, dilakukan cleh Menteri Dalam
Negeri dan pembinaan teknis oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen vang cersangkut-
an.

Pembinaan operasional penyelenggaraan u-usan rumah
tangga Daerah Tirgkat Il dilakukan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I selaku Kkepada #Wilavah
sesual dengan peraturan perundang-undécngan vaig
Lerlaku.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam avat {1) dan
avat {(2) ditujukan untuk meninakatkan kemamouan
Daerah Tingkat II.

Pasal 21

Untuk dapat melaksanakan pembinaan penv:lenggaraan
urusan rumah tangga Daerah sebagaimane: dimaksuad
dalam Pasal 20 secara berdavaguna dan berhasilguna,
Caerah Tinakat II dikelompnokkan berdasarkan tingkat
kemampuan masing-rasing.

Kriteria pengelompokkan sebagaimana dimaiksud dalam
avat (1) dan pelaksanaannva diatur oleh Menteri
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Dalam Negeri bersana Menteri/Pimpinan Lenmbac¢a Pemz2~
rintah Non Departenen yvang bersangkutan.

-3) Fedoman umum tentang tatai cara perbinaci terhadap

Daerah-daerah Tinckat II vang “telah dikelompokkan
ditetapkan denagan Keputusan Presiden.

BAB 1V
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal .22

'l) Pemerintah atau Pemerintah Daerah Ting:at I dapat
menugaskan Pemerintah Daerah Tingkat Il untak
melaksanakan sesuatu urusan sebagei tugas pemban-
tuan.

(2} Pemberian suatu tugas oembantuan dari Pemerintah
kepada Pemerintah Daerah Tinakat I dan atau Pemer-
intah Daerah Tingkat II dilakukan denaan keputusan
Menteri/Pimpinan lembaaga Pemerintalh Non Dewnartemen
dengan persetujuan Mentz=ri Dalam negeri setelah
mendengar pendapat Pemerintah Daerah yaig bersang-
kutan.

{3} Pemberijan urusan tugas pembantuan dari Pemerintah
Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah tingkat
II dilakukan setelah mendengar pendapat Penerintah
Taerah Tingkat II vang bersangkutan dan diatur
cdengan Peraturan Daerah Tinagkat I.

(4} Pembiavaan untuk pelaksainaan urusan tucas pembén-
tuan sebagaimana dimaksud dalam avat () dan ayat
{3) diberikan oleh Pererintah atau Pemerintah
Daerah Tingkat 7 sesuai dengan Kkebutuhan vyang

nyata. »

Pasal 23

Sel:mbat-lambatnva empat tahun seiak Lkerlakinva pembe-
riar sesuatu urusan sebadgail tugas pembantusn, pemberi
tugas mempertimbangkan pendgibahan status aruvsan itu
men adi urusan rumah tangga Daerah apabila [aerah vang-
ber: angkutan dilihat dari kemampuan, keadaan Jdan kebutu-
hannya telah memungkinkan untuk itu.
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Pasal 24

(1) Syarat-syarat dan tata cara pembinaan tu:as pemban-
tuan diatur olel Menteri Dalam Nege::i bersana
Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Depar-
temen yvang memberikan tugas.

(2) Svarat-svarat penarikan tugas pembantuan adalah sa-
ma dengan svarat-syarat penarikan kemtali urusan
rumah tangga Daerah sebagaimana diztur dalem Pasal
9 Peraturan Pemerintah ini.

(3) Fenarikan suatu tugas @»pembantuan dapa: d:_lakukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Depar-
temen pemberi tugas dengan pers=tujuan Menteri
Dalam Neqgeri.

Pasal 25

(1) Fertangaungiawaban Pemerintah Daerah Tingkat II
terhadap pelaksanaan tuaas pembantuan vaig diterina
dari Pemerintah disampaikan kepacda Merteri atau
Pimpinan Lembaga Pemeriitah Non Departemasn vyaag
memberikan tugas c¢an Menteri Dalam Negeri.

{2) Fertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tingkat II
terhadap pelaksanaan urusan tugas pembeéntuan vang
diterima dari Pemerintah Daerah Tingkat I d.sampai-
kKan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

BAB V
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 26

ubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/asalikotama-
lya Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinaisi<an dan
nengawasi penyelenggarsan urusan rumah tangga Daerah dan
tugas pembantuan agar peleftakan titik berat otonomi pada
Jaerah Tingkat II dapat terlaksana sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerirtah ini.
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| BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27 .
Pada saat berlakunyva Peraturan Pemerintah ini segala
kKeterituan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyvatakan tidak berlaku lagi.

Ky

Pasal 28

Hal-fal lain yang belum diatur dalam Peratursn Pemerin-
tah ini diatur lebih lanjut cleh Menteri Dalam Negeri
atau bersama dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemer-
intal. Non Departemen.

Pasal 29

# rveraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
¥ diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
rengundangan Peraturan Pemerintah ini dengai penempa-
tannva dalam Lembaran Negara Repoublik Incdonesia.

Ditetapkan di Jalarta
Pada tanggal 19 Agustus 1973
PRESIDEN REPUBI.IK JINDCNESIA

ttd

SOEHARTZC
JENDERAL - TNI

Piundangkan di Jakarta
rada tanggal 19 Aqustus 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
ttd

MOERDIONO



